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JAKARTA, KOMPAS = Para hakim
yang tergabung dalam Solida-
ritas Hakim Tndonesia memu-
tuskan untuk melanjutkan pe:-
juangan dengan menemui se

jumlah pemangku kepentingan
lannva, [nikarena tuntutan ke-
naikan gaji dan tunjangan yang
mereha swarakan belum dipe-
ruhi, Para hakim 1tu pun mem-
pertimbangkan untuk menggu-
gal pemerintah jika tuntutan
mereka tidak kunjung dipe-
nuhi,

Pada haui pertama cuti bersa-
ma, Senin (7/10/20244), sejum-
luh perwakilan hakim yang ter-
gibung dalam Solidarites Tla-
kim Indonesia (SHI) merggelar
Audiensi dengan sejumlah pi-
hiak. Seloin Mahkamah Agung
(MA), Komist Yudisial (KY),
Kementerian  Keuangan, dan
Dadan Perencanaan  Pemba-
ngunan Nasional (B:{ppenus’},
perwakilan SHT juga menemui
dengan Menteri Hukum dan
HAM Supratmsn Andi Agtas,

Dalam  perlemuan  dengan
Menkamham & Kemenkum-
ham, SHT menjelaskan aturan
kesejahleraan hakim terfuang
dolam Peraturan  Pemerintch
(PP) Nomor 94 Tihun 2012
tentang Hak Keuangan dan Fa-
silitas Hakim. PP itu mengatur,

Perjuangan Hakim Tuntut Kenailan Gaji Berlanjut
MA sudah mengupavakan kenaikan gaji dan tunjangan hakim, tetapi belum dipenuhi Kernenpan
dan BT, Pava hakine pun akan ters hevjuang hingga onmtan mereka terpenuhi,

biesaraan gaji dan Lunjangan ha-
kim sama dengan pegawai ne-
geri sipil (PNS). Padahal, pada
2018, Mahkamah Agung telah
mengeluarkan putusan Nomor
43 B/HUM,2018 yang menya
takan bihwa gaji pokos hakim
tidak boleh disamakon dengan
PNS.

Namim, sejas ada pulusan
ifw; pemerintah helim: meng:
ambil langkah konkret, "Para
hokim di bawah Mahkamah
Agung hingga' saat ini masih
menerima gji pokok yang ber-
tentangan dengan hukum atau
dengan kata lin degal” wjar
Roordinator SHEAd Prakose.

SUI menilai negara abar ter-
hadap kondisi hakim yang se-
lama 12 tahun tidak mengalami
kenatkan gaji dan tunjangan
meski inflasi terus meningkat.
Kami tidak ingin kaya. Kami
hanya mgin negara hadir terha-
dap kondisi kami. Sudéh 12 ta-
hun tidak ada kenaikan,” Kata
Adi

Selain gaji pokok, hakim juga
menuntut tunjangan jabatan.
Sejak 2012, tunjangan jabatin
hiakim tidak pernal diperbarui
meski harga kebutuhan pokok
dan hiaya hidup terus mering-
kal. Adi menyebutkan, dengan

ratwraty inflast 4,1 persen per
tahun, maka besaran tunjangan
lavak untuk hakim pada 2024
meningkat 242 persen daripada
funjandan yang diterima saal
ini.

Dalam tuntutannya, para ha-
kim juga menekankzn penting-
nya evaluast berkala terhadap
kenaikan gaji dan tunjangin ha-
Kim. Mereka. menyebut bahwa
kenaikan hargicharga, seperti
harga emas, telah menunjukkan
nominal uang yang diterima ha-
kim telah menurun drastis se-
jak 201%

“Kami meminta agar peru-
buhan ini tidak hanya bersifat
sekali, tetapi diatur secara ber-
kala, entah setiap dua atau lima
tahun sekali Kami jupa herha-
rap agar hakim-hakim yang ter-
gobung dalam Gerakan Solida
ritas Hakim Indonesia bisa di-
libatkan dalam proses harmoni-
stist RPP yang menggantikan PP
No 9420127 kata Juru Dicara
SHT Agus Adhari.

Menanggapi tuntutan terse-
but, Menkumbam Supratman
herjanji akan mengomunikesi-
kan tuntutan kenaikan gji dan
tunjangan hakim kepada Ke-
menlerian  Keuangan,  Revisi
Peraturan Pemerintah Nomor
04 Tahun 2012 yvang mengaiur

soal gagi dan tunjangan hakim

Juga akan segera diselesatkan.

"Kami - mengomunikasikan
dengan Kemenkeu terkat hal
tersebut. Pada jam yang sama
sekarang ini, Dirjen Anggaran
Kemenkeu hadir pada perte-
muan di Gedung MA,” kata
Supratman,

Bertemu DPR

Kendati mendapathan res-
pons positit, para hakim memi-
tuskan untuk tetap melanjui-
kan perjuangan. Pada Selasa
{8/10). SHI akan bertemu de-
ngan prmpinan DPR selanjut-
nya, kelompok hakim ni juga
berencana bertemu dengan Ke-
menterian Keuangan, KY, dan
Bappenas,

Adi mengatakan, jika tuntul-
an mereka tidak dipenuhi, aksi
ini berpotensi divernaniand dan
melihatkan lehih hanyak hakim
dart seluruh Indonesia, Para
hakim juga mempertimbang-
kan untuk mengambil langkah
hukum terhadup pemerintah,
termasuk mengajukan pugatan
cilizen fawsudt ataw jucicial re-
view lerhadap PP No 94/2012,

“Kami sudah diam selamaini,
tetapi sekarang kami harus her-
suara. Jika tuntutan kami tidak
dipenuh, gerakan ini bisa lehih
besar lag)” kata Adi,
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MA usulkan kenaikan

Pertemuar perwakibn SHI
dengan MA KY, Kemenkeo,
dan Bappenae di Gedung MA
juga belum membuahkan hasil,
Meski demibiar, dalam perte-
meuan itu, Wakil Ketua MA Bi-
dimg  Non-Yudiswl  Suharto
mengungkapkar: bahwa MA su-
dath meyusun usian senakan
gaji dun funjangan kakim me-
lalui naskah akademik (NA)MA
Kepada Kementerian Pendaya-
gunin Aparatur Negard dan
Reformast Birokrasi (Kemen-
pan dan RT),

(D1 dalam) NA MA ttu ada
delapan pain yang kami usul-
kan, Tetapi, ok Menpan dan
IB (yarg dizkomodus:) tnggal
empat poin. Empat poin ity
terdirt atas gji pokok. pensiun,
tunjangar hakim, dan tunjang-
an kemahalan.” ueap Subarte,

Khusus menyangkut gi po-
kok hakim MA menguakan
kenatkan sasuai dengan pang-
kat, golongan, dan mesa kerja
Namun, usukin itu pun ditolak
okh Kemenpun dan RB scrta
diubah menjodi tiga alwernatif
kenakan dengar kenalkan te-
rendah 8 persen dan tertingg 15
porsen. Selain soal @aji pokok.
ustlan lerkait dara pensiun
pun ditolak.

Kemuan, unfuk tunjangian
jabatan, usulan MA dinalkkan
100 persen dari besaran vang
diatur di PP No 94/2012. Na-
mun, oleh Kemenpan dan RB
usitfan itu dinbah menjadi tiga
alternatd dengan rentarg ke-
naikan herkisar 4570 persern.

Tak Iy b, Kemenpon
dan BB jugs menclak usalan
MA lerkait tun‘angan kemahal-
an. Tunjangar untuk halom
vang bertugas di wilayah-wila-
yah terpencil ity dvsulkon MA
agr disesiaikan dengan inflas
sebesar 36,053 persen sejak 2013
hingga 2021 serta disesuaikan
dengan 203-20ra e rtentu pa-
sional dan proporsional dengan
kisaran tunjangar pada zona
luin, Namun, Kemenpan dan
RB mengusulkan kenaikan Lun-
Jangan kemahalan pada mna L,
zona 11 dar zona 111 baru hisa
diterkan sestai nomenklatur
wilayah sctelah perbahzn pe-
merintahan bary nanti,

"Khusus untuk tunjangan ke-
mehalan irt, dalam perken:-
benganings, aas saran g -
Tt Kebua MA, karena mau ada
kajian komparasi dengan aparat
penegak hukum (APH) lain,
maka Khusus tunjangan kemd-
hakn ranti diperjuangkan Lain
wakiu dengan cara vang lain”
kata Suharto.

Khusus menyanghut gaji po-
Kok hakim, MA mengusulkan
henaikan sesua dengan pang-
kat, golongan, dan masa kerjo.
Namun, usuzn ilu pun ditolk
aleh Kemenpan dan BB serta
divhal menjadi tiga alternatif
kemakan tlengcm kenatkan fe-
tendah 8 sersendantertinga 15
persen Seliin sl g jukok,
usulon “ferkait dana pensiun
pun ditolk,

Kemudian. untuk tunjangan
jabatan; usulan MA dinaikkan
100 prevsenn, it bhesiavan yang
diatur di P No 9472012 Na-
mun, aleh Kemenpan dar: RB
usulan ity diubah menjudi tige
alternarlf dengan renrang ke-
nakan berkisar 45-70 persen,

Tak hanya itu, Kemenpan
dan BB juga menclak usulan
MA terkait Lunjangan kemahal-
an. Tunjangan untuk hakim
yang bertugas di wilayah wila
yith terpentil itu divsulkan MA
agar disesuatkan dengan irflast
sehesar 36,63 persen sejck 2011
hingga 2021 serta disesuatkan
d&‘ﬂﬂll'. Z0Na-=Z0M tertentu na-
sional dan proporsional dengan
kiaran lunjangan pads zona
fawn, o, Kemenpan dan
RE mengasulkan kenaiken Lun-
jangin kemahalin pods mna 1,
aona 11 dan zona 1T haru bisa
diberikan sesugi nomenklatur
wilwah sefolih perubaban pe-
merintshan bara nanti,

"Khusus untuk tunjangan ke-
mahalan ini, dalim perkem-
hangannya, atas saran yang mu-
lix Ketua MA, karena mau ada
kajian komparasi denganaparat
penedak hukum (APH) Lain,
maka khusus tunjargan kema-
D st diperjues g Jain
waklu dengan cara yang lain,”
kata Suharto

Sementara empat komponen
lam-yang diusulkan oleh MA
tetanl bidik diakomodsst oleh
Kemenpan dan RS adalah fas-
litas perumahian negara, trans-
portast, kesehatan, dan honors-
rium percepatan  penanganan
perkara, Karena itu, keempat
komponen tersebut tidak di-
ajukan oleh Kemenpan dan RD
kepada Kementerian Keuang-
an,
Direktur Jenderal Anggaran
Kemenkea Isa Rachmatarwata
menyampaikan, usulan dan Ke-
menpan dan RE sudah berpro-
ses di Kemenkew, Snat ini, su-
dah dikeluarkan izin pringip
untuk membawa usulan dari
Kemenpan dan RE menjudi
rancangan PP

Secara lerpisah, pengajar hu-
kum fata negara Sekolah Tinggi
Tukum Tndonesia Jentera, Bi-
vitri Susanti. - mengingatkan
adanya sebuah konsep univer-
ail bernama independence of the

Juittciory atau kemendinian ha-

Kiw Untuk Ll itu, yang per-
tama-tama harus  dipastikan
adabih kenyamanan dan kea-
maran mereka dalam menga-
aankan tugas, Untuk itu, peme-
rintah harus menjamin kehi-
dupan hakim tak kekurangan,
Dengan demicir, senrang ha-
kimtidak berupaya mencari pe-
kerjaan sampingan agar tidak
kekuringan,

Sementara b, aksi cult er-
sama hakim Lak lantas membi-
it semua pengadilan menghen-
tkan persidangan. Sejumlsh
lembaga peradilan lelap meng-
felar sidang, di antaranya Peng-
adilan Negeri Jakarta Selatan,
Jokarta Darat, dan Yogyakarta,

(DNADEN/NAL/ENG)
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